d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
dan

g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah
dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif
Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan
yang layak.

(2 Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila
pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara
efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi
Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 4
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 8
Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
a. persetujuan Bangunan gedung; dan
b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi
Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan
dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum,
penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari
pemberian izin tersebut.

(3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan
gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, biaya
penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan
gedung.

(4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana
penggunaan tenaga Kkerja asing perpanjangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dbiaya
penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenali
penggunaan tenaga kerja asing.



